LEMEARRAN DAERAH KAEBUPATEN REMBANG
HOMOR 20 TARUN 2001
TampnHAaN LEMBARAN DAERAH NOMOR 13

PERATURGN. DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

U PATI REMBANG G .

a. bahwa dalam rangka meningkatkan

kKeterpaduan penyelenggaraan

Penerintahan, Pembangunan

Kemasyarakatan di Desa,

dan
agar

iebih berdaya guna dan berhasil

gunz, maka sesual dengan

tus

Nomor 22 Tahun 1999

kKeten-
&i Pasal 109 Undang-undang

tentang

Pamerintahan Daerah disebutkan

bahwa beberapa Desa dapat mela-
“ukan kerjasama:
: untuk maksud tersebut

~lu megatur tata cara

o
M

Kerja

-



1o

183

Sama Antar Desa vyang ditetapkan
dengan Peraturan Daarah.

Undang-undang Nomor 13X Tahun
1256 tcntaro Pambentukan Dasrah-
dz= aten dalam  Lingkun-

ambahan

=R
11k Indon

& an
Pusat dan

Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1599 HNomor 72,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesiza  Nomor
3848 );
Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 44 Tahun 1999
tentang Teknik Penyusunan Perat-
uran Perundang—-undangan dan
Bentuk Rancangan Undang-undang,

.Rancangan Peraturan Pemerintah,

dan Rancangan Keputusan Presi-
den; '

Keputusan Menterli Dalam Negeril
Nomor 63 Tahun 1999 tentang
Petunjuk Pelaksanaan dan Penye—
suaian Peristilahan dalam Penye—
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lenggaraan Pemerintahan Desa dan
Kelurahan;

&. Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor &4 Tahun 1999 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Meng=nail
Desa;

Dengan pearsstujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MmMEMUTUS KAN

Menetaphkan : "ERATURAN DAERAH KARBUPATEN
REMBANG TENTANG KERJIASAMA ANTAR
DESH.
Bag I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah 1ini vang

dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Rambang;

b. Bupati adzalah Bupati Rembang;

c. Camat adalah Camat di Kabupatean
Remband;

d. Desa adalah kesatuan -masyarakat
hukum vang memilikl KkKewenangan
untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masvarakat setempat
berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat vang diakul
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dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada
di KXabupaten Rembang;

pemarintahan Desa adalah kegiatan pemerinta-
han yang dilaksanakan oleh Pemerintah (Desa

A y | wakitan o

b]
P

maerintah Desa;
selanjutnya dise-
Tlam Vang tergiri
atas Tamuka—penuka masvarakat di desa vyang
barfung rengayomi adat istiadat, nambuat
Sarzturan Da2sa, menampung 22an menvalurkan
aspirasi masyarakat serta melakukan pengawa-
san terhadap penyelenggaraan Pemerintahan
Desa;
“erjzsama adalah suatu usaha bersama untuk
mancapal tujuan tertentu dangan prinsip
saling menguntungkan dalam penvelenggaraan
pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

yang dilakukan antar Desa;

Pperselisihan adalah adanva ketidakserasian
hubungan dalam kerjasama vang terjadi antar
Desza dalam peanyelenggaraan Pemerintahan,
Pembangunan dan Kemasvarakatan di Desa.

gAB II
TUJUAN KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama Antar Desa bertujuan untuk :

a..

b
G.

meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan Desa;

mengembangkan potensi masing—-masing Desa;
meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
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d. meningkatkan pertumbuhan perekcnomian Desa:
e. meningkatkan stabilitas keamanan Desa;
f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

(1) Bentuk Kerjasama aAntar Desa adalah -

a. kerjasama antara Desza dengan Desa dalam
catu Kecamatan;

b. kerJasama antara Desa dengan Desa diluar
Kecamatan dalam satu Kabupaten;

C. kerjasama antara Desz dengan Desa diluar
Kabupaten dalam satu Propinsi:

d. kerjasama Desa dengan Desa diluar Propinsi
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

BAB IV
OBYEK KERJASAMA-

Paszal 4
DObyek kerjasama meliputi . kegiatan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan
Kemasyarakatan di Decsa yang saling menguntung-
xan bagi keduz belzah pihak.

Paszal &5
(1) Obyek kKerjasama yang dapat -dilakukan

sebagaimana dimaksud Paszal 4, dalam bidang
Pemerintahan antara lain -



(1)

(3)
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|
a. pemasangan tanda batas wilayah;
b. pengadaan atau @ pengelolaan Tanah Kas
Desa;
c. bidang pemerintahan yang lain.

Tryek “erjasama vaing dapat dilakukan
sztagzimana  dimaksud Pasal 4, dalam bidang
Pembangunan antara lain
=. pembuatan jalan dan atau jembatan;
~. cembuatan pasar 0essa;
- . nangadaan air barsing;
. bidzng Pembangunan yang lain
Covek berjasama yang dapat ilakukan
Tenz na dimaksud Pasal 4, daiam  bldang
Yema akatan antara lain :
z. opengamanan Desa;
b. olah raga;
c. Karang Taruna;
d. bidang Kemasarakatan vang lain.

BAB V¥

BADAN KERJASAMA

Pasal 6

Dziam pelaksanaan Kerjasama sebagaimana

dimaksud pasal 3, dapat dibentuk Badan
Kerjasama.

Jumlah anggota Badan Kerjasama disesuaikan
dangan kebutuhan dan ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

Badan Kerjasama mempunyai tugas :
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a. menylapkan materi dan rancangan Keputusan
Bersama Desa:

b. mengawasi pelaksanaan kerjasama:
c. melaporkan hasil pelaksanaan dan permasa-
lahan yang terjadi Kkepada Kepala Desa.

Susunan &nagota Badan Kerjasama :
a. netuz;

b. Sekretzris;

C. Bendzaharsa:

d_. Anggota.

EAB VI
TATA CARA KERJIASAMAO
Paéal 7

Kerjasama antar Dessz dituangkan dalam
Keputusan Bersama.

Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud avat
(i), mengatur :

2. obyek kerjasama;

b. jangka waktu kerjasama:

C. muatan materi keriasama:

C. tata cara dan palaksanaan Kerjasama;

e. pamblayvaan pelaksanaan Kerjasama:

. penyeslesaian psrselisihan yang terjadi
cdalam kerjasama;

g. sanksi.

Keputusan Bersama harus mendapat persetujuan
BPD masing-masing.

Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud avat
(1) diberitahukan kKepada Camat.
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8A8 VII
PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU. PEMBATALAN KERTASAMA

Paszal B

{1; Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 7,capat
diadakan oerubahan, penundaan atau
membatalan kerjasama dengan kesepakatan
pihak—-pihak vang melakukan kerjasama.

{2) Parubzhan, cenundaan pelaksanaan atau
cembatalar kerijasama dituangkan dalam
{eputusan Bersama. cdiberitanukan kepada
Camat

qu VIIT

cCE - pTAYVAY pELﬁ%SQNAAN KERJQSAMA S

e R
Biaya pelaksanaan kerjasama antar Desa dibeban-—
kan kepada masing-masing Desa yang melakukan
kerjasama.

BAB IX
PENYELESALAN PERSELISIHAN.

- o e - - o "

Pasal 10 - f- N 1liff:‘

(1) Qpablla dalam pelaksanaan kerJasama “terjadi
persalisihan, tahap awal diselesaikan secara
musyawarah oleh Kepala Desa yang melakukan
kerjasama. v
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Apabila penyelesaian perselisihan secara
musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (12
tidak dicapail, maka penyelesaian perseliisi-
han tersebut diserahkan. Pejabat vang
berwenang.

(Z) Apabila penyeleszian perselicihan sebagai-
mana dimaksud ayat (2) tetap tidak berhasil,
maka dapat diselesaikan melalui Pengadilan.

BAB X

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

(1) Bimbingan dan pengawasan ksrjasama antar
Desa dilaksanakan oleh Bupati dan BPD.

N
N
p—

Dalam melaksanakan bimbingan dan pengawasan
Bupati dapat menunjuk Psjabat lain.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHEN
Pasal 12
Dangan berlakunya Peraturan Dasrazh ini, maka
perianjian Kkerjasama yang sudah ada ditinjau

kembali dan disesuaikan dengan ketentuan Peratu-—
ran Daerah ini.

EAB XII

KETENTUAN PENUTUP



Pasal 13
Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah
int alkznn diatur lebih lanjut oleh Bupati
tapanjang mangenal cslaksanaannya

Pasal 14
Peraturan Casrah ini mulai berlaku pada tangagal
diundanakan
AZar setiap crang dapat mengetahuinva, memerin-—
tahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
oenempatannva  dalan Lembaran Daerazh Kabupaten

Rembang.

Ditetapkan di Re m b a n g
pada tanggal 30 Oktober 2001

BUPATI REMEBANG
HENDARSOWNDO
Diundangkan di Rembang
pada tanagal & Nopember 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANDG

H. NOERANT O,SH,MM

Pembina Utama Madaya
NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001
NOMOR 20 .
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

OMOR 20 TAHUN 20061

TENTANG

RERJASAMA ANTAR DESAH

UmMum

Bahwa galam ranuka keterpaduzn czalam
cenvelenggaraan Pemerintahan, Pambanaunan dan
Kemasyzrakatan serta dalam upayva mengoptimal -

kan potensi Desa agar dapat meningkatkan
pendapatan Desa dan kesejahterzan masyarakat
maka dapat dilakukan Yeriasama antar Desa.

Dalam kerjasama antar Decsa Yang ps
--Srhdtlkdﬂ adaldh bahwa kﬁrj;sama tzrsei
mne ntungak

b B B
=

h mnngkln d\hlndarl t1mbn1nva beban
varakat. Kerjasamz zntar Deca ditu-
lam Keputusan Barsamz Kepala Desa.

o
J MW
W
K=
)
)

Berdasarkan Pasal &7 Keputusan Menter 1
Dalam Negeri Nomor &4 Tahun 1999 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenal Desa,
bsngaturan lebih lanjut mengenal pelaksanaan
Kerjasama @Antar Desa diatur dalam Peraturan
Daerah Kabubatan.

PASAL DEMI PASAL



Pasal 1
Cukup jelas
Pasal _2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup ielas
Fasal <
Cukup jelas
Pasal S
Cukup jelas
Paszl ¢
ayat (1)
Sadan Kerja
tian-tiap De
ANtar Dasa
ayat (2)
Cukup jelas
Avat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Avat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Yang

o
i .L‘u

&2

1
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dimaksud Pejabat

dibentuk oleh
akuka Kerjasama
Yang berwenang

menyelesaikan perselisihan adalah z
a. Camat untuk penyelesaian

han kerjasama antar Desa dalam

Kecama”

=

perselisi-
satu
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b. Bupati untuk penyelesaian perselisi-
han kerjasama -antar Desa diluar
Recamatan dalam satu Kabupate:

C. Gubernur untuk penvelesaian persali-
sihan Kkerjacsama antar Das diluar

Kabupaten dalam satu Propinsi;
d. Menteri lam Negeri untuk penyela-
calan ps=rselisihan kerjasama anptar

D Siluge Prepamgd Sxlen Megsre

]
3o

e
f



